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: Penyampaian Laporan

t:rt?ngg utgjawaba n Bantua n

^euangan 
partai politik fahun

Anggaran 2021

Dalam ranoka pemberian bantuan keuangan kepada partai poritik yangbersumber dari A-nggaran eenoapadl g1n ae$nja Negara dan AnggaranPendapatan dan ee]inia. D.";;il;;;aimana diatur darim undang_UndansNomor 2 Tahun 201.1_tentad-i;il;n.atas undang-Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang partai poritik,-uersamalni oengin no-rr.i oirampaikan har-harsebagaiberikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasat 34A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan A'!as Undang-undang-r.ioror-z'ilhun 200g tentang
L"rt?i .Pqfti.k 

jo peraturan pemelrintah N6mor s ranrn 2009 jo peraturan
Menteri Dalam _Negeri Nonnor 36 Tahun eore ientang Tata caraPenghitungan, Penganggaran datam AFBD, dan iertib Administrasi
Pengajuan, Penyaturan,-d1n Laporan pertangbunJ' jawaoan pengguni;;
Bantuan Keuangan partai poritik, bahwa partai-pofii[ waiib *enGirI.ii.n
laporan. perhngg glgjawaban penerimaan d an pengeluara n keuairgan yan g
bersumber dari APBN/APBD secara berkala i 1sa1u; tahun seka]i pirin!
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 2 Tahun 2015 mengatur terkait dengan ketepatan waktu bagi partai
politik untuk rnenyampaikan Laporan Pertanggungjawaban bantuan
keuangan partai politik yaitu 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
dan BPK hanya menerima lapcran pertanggungjawaban dari partai politik
sampaidengan tanggal 31 Januari 2022.

Sehubungan dengan haltersebut, kepada partai politik yang menerima

bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD agar:

a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

bantuan keuangan partai politik tahun arggaran 2021 kepada BPK Rl

sebelum tanggal 31 Januari 2022'

b. Menginstruksikan kepada Jajarln pengurus Parpol di DPD dan DPC yang

m"n6tirna bantuan keuangan Parpol yang bersumber dari APBD untuk

mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan memanfaatkan penggunaan
gantirah Keuangan Partai -Politik Tahun 2021 . Selanjutnya menyampaikan

laporan pertangg ungjawaba n sebagaimana dlmaksud hurut a.
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c. Menginstruksikan secara khusus bagi pengurus parpol di DPD dan DPC
yang belum nenyelesaikan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai
politik seberum TA 2021, kiranya dapat segera diselesaikan guna

akuntabilitas dan keberlanjutan penyaluran bantuan keuangan partai politik
tahun beriku:nya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimaksudkan untuk mendorong
percepatan proses penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik pada
tahun anggaran 2022 sehingga penggunaan bantuan keuangan partai politik
lebih optimal.

Demikian cisampaikan, atas kerjasamanya ciiucapkan terima kasih.

a.n Menteri Dalam Negeri
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1. Menteri Dalam Negeri Rl.2. Ketua Badan pemeriksa Keuangan Rl3. Gubernurse-lndonesia.
4. BupatiMalikota se-lndonesia.
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